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ABSTRAK 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik salah satu sumber 

keuangan partai politik adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN/ 

APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penggunaan bantuan 

keuangan partai politik dari pemerintah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan partai politik 

serta diatur pula bahwa setiap partai politik harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban 

penggunaan bantuan keuangan tersebut. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

yaitu, pertama bagaimana pengaturan bantuan keuangan partai politik menurut Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011? Kedua bagaimana pelaksanaan bantuan keuangan partai politik pada 

pemilihan umum 2019 di pemerintahan daerah Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis sosiologis (sociological research) yang dilakukan dengan cara memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat penerapan dan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan 

bantuan keuangan untuk partai politik telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan 

perkembangan sistem politik di Indonesia, sehingga sekarang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011. Saat ini jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang masih 

belum mencukupi sehingga partai politik masih bergantung pada dana sumbangan baik perusahaan 

maupun perorangan. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan 

demi meningkatkan kemandirian partai politik. 


